





A. Latar Belakang Masalah  
Perkawinan dari kompilasi aturan Islam menyatakan bahwa pernikahan merupakan 
akad yang bertenaga atau mitsaqan ghalizhan buat menaati dan menjalankan perintah Allah 
adalah ibadah. Perkawinan adalah interaksi aturan antara pria dan wanita buat menjalani 
kehidupan. Perkawinan adalah interaksi formal yang bersifat konkret baik bagi dirinya, orang 
lain juga rakyat. Perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, yang 
dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seorang 
perempuan menjadi suami istri karena bertujuan untuk menciptakan family (keluarga) yang 
baik sesuai syariat dan abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Untuk menerima kebahagiaan 
hayati berkeluarga yang mengikuti rasa afeksi menggunakan cara yang di ridhoi Allah SWT.  
Tujuan perkawinan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai 
perkawinan merupakan menciptakan rumah tangga yang senang dan abadi dari Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Dalam pasal dua KHI menyatakan: “Perkawinan dari aturan Islam merupakam 
pernikahan,yaitu akad yang sangat bertenaga atau mitssaqang haludzan taati perintan Tuhan 
dan melaksanakannya adalah ibadah2. 
Dalam prakteknya di Indonesia istri lebih dari satu disebut poligami,terbukti menurut 
Pengadilan Agama di Indonesia dalam tahun 2004 pengadilan Agama mengeluarkan 800 
perizinan biar bisa mempunyai istri lebih dari satu menurut 1029 permohonan, dalam 2005 
menaruh 803 perizinan menurut 989 permohonan, dan 2006 menaruh 776 perizinan dari 1.148 
permohonan3.  Hal ini bisa dicermati pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 
dan ayat 2 yang menyebutkan mengenaik asas monogami perkawinan nasional yang berisikan: 
1. Secara umum pada pernikahan seseorang laki-laki hanya bisa memiliki seseorang istri. 
Seseorang perempuan hanya boleh memiliki seseorang suami 
 
1 Santoso “Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat” 
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2. Pengadilan bisa memberi seseorang suami buat beristri lebih menurut seseorang jika 
dikehendaki sang pihak yang bersangkutan. 
Selain yang  telah diatur dalam per-Undang-Undangan, dalam al-Qur’an  masih ada ayat yang 
menyebutkan bahwasanya beristri lebih dari satu diperbolehkan 
 
نْ  إِ ُمْ  َو ت ف  ََّلْ ِخ وْا أ ِسطُ ُق  ْي ت ْ فِ ى  َاَم ت يَ وْا ال  ُح ِك ان  ْا فَ ابَْ َم مْ  طَ كُ نَْ لَ اءِْ ِم ِسَ  الن 
ْ نَى  ث  ََُلثَْ َم ث اعَْ َو بَ ُر ْ َو نْ  ۖ  إِ ُمْ  فَ ت ف  ََّلْ ِخ وْا أ لُ ِد َع  ْ  ت ة دَ اِح َو َوْ  فَ ْا أ تْ  َم كَ لَ  َم
4 وْا َعُولُ ََّلْ ت ْ أ نَى  َد  كَْ أ لِ
ْ ذَ   ۖ مْ   كُ انُ َم َي   أ
Artinya: 
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya ),maka nikahilah perempuan 
(lain) yang kamu senangi dua,tiga atau empat) (Q.S.Annisa :3) 
 
ُوْا آت اءَْ َو سَ ِ نَْ الن  ِه اتِ قَ دُ ةْ  صَ َ ل ح  ْ نِ نْ  ۖ  إِ نَْ فَ ب  مْ  ِط كُ َ نْ  ل ءْ  عَ ي  هُْ شَ ن  ْا ِم س  ف  َ ُوهُْ ن ل كُ ْا فَ يئ  ِ ن  هَ
يْئ5 ِر  َم
Artinya: 
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan.Kemudian jika mereka menyerahkan kepada 
kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah 
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 
(Q.S. Annisa : 4) 
 
Dalam aturan pada Indonesia bila seseorang atau family satu antara lain mati maka yang 
ditinggalkan berhak menerima warisan. Waris itu sendiri pada Islam merupaka aturan yang 
mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan sang kerabat yang telah 
mati6. Akibatnya bagi para pakar waris atau perpindahan mengenaik anggaran hak milik dan 
pembagian tadi sanggup berupa harta ataupun aset. Dan dalam waktu terjadi perkawinan antara 
suami dan istri memiliki harta yang mereka peroleh selama pada ikatan perkawinan. Dalam 








sebagai harta bersama beserta”. Yang membedakan perkawinan istri lebih dari satu dan 
monogami yaitu bila beristri lebih dari satu ajib memenuhi kondisi yaitu: 
1. Istri tidak sanggup memenuhi  kewajibannya menjadi istri 
2. Istri menerima stigma tubuh atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan 
3. Istri dinyatakan mandul sehingga tidak dapat melahirkan keturunan 
4. Istri menyetujui  
5. Suami dapat memastikan bisa mengklaim keperluan hayati istri-istri dan putra-putrinya 
6. Suami dapat memberikan jaminan itu akan tepat untuk seluruh istri dan putra-putrinya. 
Perkawinan istri lebih dari satu menjadi yang tercatat pada hukum pernikahan dan 
memenuhi persyaratan kemudian istri ke dua dan seterusnya dan anak yang dilahirkan dalam 
perkawinan istri lebih dari satu bisa diklaim menjadi pakar waris asalkan perkawinan itu 
tercatat pada pengadilan. Pada warisan ada pembagian yang merupakan harta bersama baik 
dalam istri pertama juga istri ke dua pada pembagian waris. 
Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi aturan Islam 
mengungkapkan harta waris menurut perkawinan seseorang suami yang memiliki istri lebih 
menurut seseorang,setiap orang memiliki hitungan secara terpisah dan ketentuan ini 
menyebutkan bahwa harta waris pada perkawinan istri lebih dari satu permanen, namun 
dipisahkan antara milik isteri pertama,isteri ke dua dan seterusnya. 
Karena adanya kasus pembagian harta pada perkawinan poligami yang biasanya kurang 
adil antara istri pertama, kedua dan para anak-anaknya, sehingga menjadikan adanya 
perselisihan  antara kedua belah pihak sebagai contoh kasus di Pengadilan Agama Lombok 
Barat pada tahun 2017 putusan Perkara xxx/pdt.G/2017/PA.GM 
B. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijabarkan maka perumusah kasus penelitian 
ini merupakan : 
1. Bagaimana penerapan pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam dalam 
perkawinan poligami? 







C. Tujuan Penelitian  
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 
1. Menganalisa tentang bagaimana cara pembagian waris dalam perkawinan poligami 
menurut Hukum Islam yang berlaku. 
2. Agar mengetahui apakah pembagian waris dalam perkawinan poloigami para istri 
mempunyai kedudukan yang sama saat pembagian waris. 
D. Manfaat Penelitian  
A. Manfaat Teoritis : 
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar tentang bagaimana pembagian waris 
menurut perkawinan poligami agar menjadi pembelajaran maupun penerapan secara lebih 
lanjut agar dapat membantu penulis untuk mengetahui antara teori dan prakteknya pada 
harta waris yang dibagi dalam pernikahan poligamis. 
B. Manfaat praktis : 
Guna memecahkan masalah,perencanaan,pelaksanaan dan pengambilan keputusan 
pembagian harta waris terhadap perkawinan poligami untuk pembagian yang adil terhadap 
istri satu,dua, ataupun tiga. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Peneliatian ini termasuk dalam prnrlitian library research, yaitu penelitian yang membatasi 
kegiatannya pada bahan-baha koleksi perpustakaan saja tanpa melakukan riset lapangan. 
Library research atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan 
dengan menggunakan literature (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya. 
2. Sumber Data  
a)  Data Primer : data ini berasal dari objek penelitian, maka data yang diperoleh peneliti 
berdasarkan data dari jurnal dan daftar pustaka. 
b) Data Sekunder : 
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti mencari dan 
mengumpulkan data yang sudah tersedia sebagai pendukung data primer. Pada dasarnya, 






F. Sistematik Penulisan 
Agar  skripsi ini tertata dengan rapi dan agar  mudah untuk dimengerti, maka sistematik 
pemahamannya sebagai berikut ini: 
Pada bab pertama, penulis meletakkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 
metode penelitian dan sistematik pembahasan. 
Bab kedua berisikan tinjauan pustaka, bab ini landasan teori dan review studi terdahulu. 
Bab ketiga membbuat gambaran umum tentang pembagian harta waris dalam perkawinan 
poligami, bab ini mencakup tentang pengertian waris dan poligami, syarat hukum pembagian 
harta waris perkawinan poligami. 
Bab keempat menganalisis data di Pengadilan Agama dan putusan hakim dalam membagi 
harta waris dalam perkawinan poligami. 
Bab kelima merupakanpenutup dari skripsi yang merupakan kesimpulan dan saran. 
 
